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TENTANG

PEMEINAAN DAN PENTATUHAN HUKUMAN DISIPLTY TERHADAP PECGAW AL NEGERI
SIPIL DI LTNGKUNG AN PEMERIN T AH DAERAM SE-PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGRAT I LAMPUNG

Memmbang 2. bahwa dalam rangks mewujudkan disiplin Pegawa: MNegen
Siml serma mendukuag terwijudnya Gerakan Dhsiplin Nasional
di lngkungan  Pemerintah  Propinsi  Daeral Tingkat 1
Lampung, maka perlu dilakukan pembinaan tevhadap Pegawai
MNegert Sipil melalni penjatuhan hukuman dimplin terhadap
pegawai vang melakukan pelanggaran disipiin Pegawar Negen
Sipil -

b, balvws uptul memarin kepashian hukum dan kesemgaman
dalam melabukan pembinaan dimaksud dipandang  petdu
mengetuarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah.

Mengim i Undang-undang Neomer 5 Tabun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemenntahan T3 Daeral

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat [ Lampung;

3. Undang-undang Nemor 8 Tahun 1974 ientang Pokok-pokok
Kepegavwaian,

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 32 Tahun 1979 temtang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemenntall Momor 30 Tahun 1980 tenlang

Peraturan Lisiphn Pegawa Negen Sipil:

& keputusan Menten Dalam Negen omaor 110 Tahum %82 Jo.
Keputnsan Keputusan Menten Dalam Negert Nomor 10 Tahun
1983 tentang  Penjatvhan Hokuman  Disiplin . Dalam
Lingkungan Depariemen Dalam Negerr:

Kepuiusas Gubemur Kepala Daerah Tmgkat [ Lampung
Nomor  G/SLBXIVHE'199S  tentang  Pendelegasian
wewenang penjatuhan Hokuman Disiplin.

b

]



Memiperhatikan:

Kepada

Untuk

Pertama

Eedua

Surat Fdaran Kepalu. BAKN No. 4 SEORO lafiggu} 11
Tebruari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, i

Surat Edaran Kepalo, BAKN No. 23SE1930 tanggal 3
Olctober 19%0 tentane Peraturan Disiphn Pegawal Neper Sipl

MENGINSTRURKSIEKAN

- T RS, S i
Bupati Walikotamadys KDH TR, [T Se Propussi Lampung.

2. Inspektur Wilayvah Propinst Dati 1 Lampung.

3 Ketua Bappeda Propins Dati | Lampung.

4+, Kepala BP-7 Propinsi Dati [ Lampung.

5. Ketua BKPMD Propinsi Dat [ Lampung.

6 Kepala Direltorat Sosial Polittk Propimst Uati [ Lampung,
7. Sekretanis DPRD Propias: Datt 1 Lampung.

8. Para Kepala Dinas Propins Dati 1 Lampung.

o Kepala Dhkiat Propmsi Dat [ Lampung.

10, Kepala Kantor PMD Propisi Dani | Lampung.

i1. Kepala Mawil Hansip Propinsi Dat I Lampung.

17, Sekretaris KORPRI Propinsi Dat | Lampung

13. Kepale Kantor Polist Pamong Praja Propinsd Dati [ Lampung.

14. Kepala Kantor Arsip Daerah Prapinsi Dati [ Lampung.

15, Kepala Kantor Pengolahan Data Elekironik Propinsi Datl -
Lampung

16, Para Kepala Biro di hngkungan Setwilda Tighkat 1 Lampung

17. Parn Kepala Badan, BUMD dan Unit kerja lainnya yang
setinakat

Melakukan pembinaan Thsiplin terhadan Pegawai Negeri Sipil.
vang  berada di hoehungannva  masma-masing dengan
meningkatkan pegawasan melekar sebap atasan langsung pegawal
vang bersanghutar untuk  hakhal yvang  menvangkut  dafiar
hadir kehadiran pezawa dalam jam kerja serta apel pagi dan sore.
sest dengan keteutuan vang berlany entang Jam Kerja pada
FKantor Pemerintal Propinsi Daerall Tingkot | Lampung.

Mematubkan hukuman disiphin terhadap pegawar vang ndak
masuk kepja, meninggalkan ugas pekerjaan sebelum jam hena
berakhir dan tdak melakulan apel tanpn alasan veng sval



dengan kntena hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam
lampiran Instruksi ini dengan memperhatikan kewenangan
penjatuhan hukuman disiplin gesnai depgan ketentuan vang
berlaku tentang Pendelegasian Wewenang Penjamuhan Hukuman
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung,

Ketiga : Pegawai Negeri Sipil di lingkungan umit kegja saudsra yang
melakulan pelanggaran disiplin berupa tidak melaksanakan tugas
lebih dari 2 (dua) bulan secara terns-menerus tanpa keterangan
vang sah. maka gaj Pegawm Negen Sipil tersebut dihentikan
pembavarannva untuk sementara waktu sejak bulan ketiga,
dengan Surat Perintah kepala unit kegja yang bersangkutan
kepada bendaharawan gaji, yang tembusannya disampaikan
kepada Instansi/Unit kerja yang menangani kepegawatan dan Biro
Kepepawaian Sekretariat Wilavah Daerah Tingkat I Lampung.

Keempat . Pepggwal Negen Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga
di aras, yang dalam wakiu kurang dari 6 (enam) bulan
melaporkan diri kepada pimpinan  instansinva, maka vang
bersangkutan dapat -

Ditugaskan kembali dan gaji serta hak-hak kepegawaiannva
dibayarkan kembali, apabila alasan-alasan meninggalkan fugas
itu dapat ditenma oleh pejabat vang berwenang, atau karena
hal-hal tertentu wvang tidak dapat dihindarkan (di luar
kemampuan munusia)

b. Ihtugaskan kembali dan gaji serta hak-hak kepegawaannva
dibavarkan kembali, serta dijatuhi salah sati jems hukuman
disiplin sesuar dengan PP Nomor 30 tahun 19280, Jo. Se.
BAKN  Nomor  Z238E/1980, apahila  alasan-alasan
meninggalkan tugas itu dikarenakan unsur kesengajaan atau
kelalaian Pezawai Negeri Sipil vang bersanghutan ;

. Diusullan untuk diberhentikan dengan hormat scbagai PNS
apahiia ketidakhadirannya ifu adalah karena kelalalan PNS
vang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat vang
berwenang akan meéngganggu suasana kerja jika ia ditugaskan
kembali,

Keluma : Pegawal Neaen Sipil vang selama 6 (enam) bulan atau lebih
terus-menerus meningzalkan tugas secara tidak sah dan telah



Keenam

Ketujuh

dihentikan pembayaran gajinya. serta telah dibenkan teguran-
teguran/panggilan oleh atasan yang bersangkutan, maka Pegawai
Negeri Sipil tersebut segera divsulkan untuk diberhentikan tidak
dengan hormat sebagal Pegawm Negen Sipil kepada Gubemur
Kepala Daerah Tingkat 1 Lampung bagi DinasTastansi di
lingkungan pemerintah Daerah Tingkat 1 Lampung dan melalui
Bupati Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1T masing-masing
bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
Tingkat II, dengan melampirkan berkas kepegawaian yang
bersangkutan serta absensi selama yang bersangkutan tidak
melaksanakan lugas wvang dilegalisir oleh pejabat vang
berwenang.

Kepada Pimpinan unit kenjaPejabat  vang  berwenang
menghukum, tidak melakukan upava pembinaan disiplin dan
ketuatan jam kerja terhadap pegawai yang menjadi fanggung
jawabnya, sehingga tingkat ketidakdisiplinan Pegawai Negen
Sipil di lingkungan kerjanva masih tinggi maka alasan langsung
yang bersangkutan dikenakan sanksi‘tindakan hukuman disiplin
oleh Kepala Unit OrganisasiInstansi masing-masing secara
hirarki keatas sesusi dengan ketentuan vang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomeor 30 tahun 1980 Jo. SE. BAKN No.
23/SEM1980 langgal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeni Sipil.

Kepada masing-masing pimpinan unil organisasi agar melaporkan
pelaksanaan instruksi i secara berkala yaitu setiap bulan sekali
sejak bulan April 1998 dan semua jenis hukuman disiplin vang
dnatuhkan sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum
pada lampiran instrukst ini dengan ketentuan sebagai berilut

. Pimpinan unit organisasi di tingkat Propinsi Daerah Tingkat 1
Lampung melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat 1 Lanipung melaini Biro Kepegawaian dengan
tembusan kepada ;

- Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat [ Lampung.

- Ketua Badan Pertimbangan Kepegawman Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat [ Lampung.

- Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Tingkat 1 Lampung.

b. Pimpman unit organisasi di tingkat Kabupaten/Kotamadyva
Daerah Tingkat 1i Se-Propinsi Lampung melaporkan kepada
Bupati'Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk



diteruskan  kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Lampung dan tembusan disampaikan kepada Inspektorat
Wilayah Kabupaten, Kotamadya Daerah Tingkat II masing-
masing.

Kedelapan :  Kepada Inspektorat Wilayah Propinsi dan Inspektorat Wilayah
Kabupaten/Kotamadya agar melaksanakan pemeriksaan terhadap
pengaduan masyarakatketidakdisiplinan pegawai di hingkungan
Pemerintah  Daerah  masing-masing, dan hasil pemeriksaan
dimaksud dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat [
Lampung melalui Biro Kepegawaian bagi Pemenntah Daerah
Tingkat 1 dan kepada BupatiWalikotamadya Kepala Daerah
Tingkat Il melalui Bagian Kepegawaian bagi Pemerintah Daerah
Tingkat Il masing-masing.

Kesembilan Khusus  kepada Pemenntah Kabupaten/Kofamadya Daerah
Tingkat Il supaya menyebarluaskan instruksi ini kepada
InstansiUnit kerja pemenntah vang berada di lingkungannva
sampai di tingkat kelurahan.

Eesepuluh © Instruksi im mulm berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan untuk

dilaksanakan sebai-baiknya dengan penuh tanggung jawab,

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal | 44 -~ 5 = 1998,

GUBEERNHUE KEPAT.A DAERAH TTHGEAT T LAMPUHNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan
1. Menteri Dalam Negeri

UP. Koordinator Perundang-unidangan dan Disiplin Pegawai di Jakarta.
2. Menten Pendichkan dan Kebudayaan

UP. Koordinator Perundang-undangan dan Disiplin Pegawai di Jakarta,
3. Kepala BAKN di Jakarta.

LIP. Deputi Pengawasan
4. Himpunan Instruksi.



